PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  TAHUN
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

UMUM

Sehubungan dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
baru, pengurangan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan perubahan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik,
dan dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, perlu meninjau kembali Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik
dengan menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan dapat
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik
untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 . ..
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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